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PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 

REPUBLIK INDONESIA 
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 TENTANG  

KEGIATAN USAHA PENUNJANG MINYAK DAN GAS BUMI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : a. bahwa untuk menciptakan kegiatan usaha minyak dan 

gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya 

saing, efisien dan mendorong berkembangnya potensi 

dan peranan nasional pada kegiatan usaha penunjang 

dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi, perlu 

mengatur kembali kegiatan usaha penunjang minyak dan 

gas bumi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 

Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008 

tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas 

Bumi;   

   b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang 

Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak 

dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4152);    
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2.  Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang 

Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu 

Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5047); 

  3.  Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang 

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 

tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4996); 

     4.  Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);  

  5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penggunaan Produk 

Dalam Negeri Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas 

Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 311); 

  6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 

Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
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Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA 

MINERAL TENTANG KEGIATAN USAHA PENUNJANG MINYAK 

DAN GAS BUMI. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi yang 

selanjutnya disebut Usaha Penunjang Migas adalah 

kegiatan usaha yang menunjang kegiatan usaha minyak 

dan gas bumi. 

2. Usaha Jasa Konstruksi Minyak dan Gas Bumi yang 

selanjutnya disebut Usaha Jasa Konstruksi Migas adalah 

kegiatan usaha jasa layanan untuk penanganan 

pekerjaan bangunan atau konstruksi atau wujud fisik 

lainnya dalam menunjang kegiatan usaha minyak dan 

gas bumi. 

3. Usaha Jasa Nonkonstruksi Minyak dan Gas Bumi yang 

selanjutnya disebut Usaha Jasa Nonkonstruksi Migas 

adalah kegiatan usaha jasa layanan pekerjaan dalam 

menunjang kegiatan usaha minyak dan gas bumi selain 

Usaha Jasa Konstruksi Migas dan Usaha Industri 

Penunjang Minyak dan Gas Bumi. 

4. Usaha Industri Penunjang Minyak dan Gas Bumi yang 

selanjutnya disebut Usaha Industri Penunjang Migas 

adalah kegiatan usaha industri yang menghasilkan 

barang, material dan/atau peralatan yang digunakan 

sebagai penunjang dalam kegiatan usaha minyak dan gas 

bumi. 

5. Industri Material adalah kegiatan usaha industri yang 

menghasilkan benda dalam berbagai bentuk dan uraian 
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yang meliputi bahan baku, barang setengah jadi, 

dan/atau barang jadi yang digunakan sebagai penunjang 

dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. 

6. Industri Peralatan adalah kegiatan usaha industri yang 

menghasilkan benda-benda dalam berbagai bentuk, yang 

dirakit menjadi satu kesatuan yang mempunyai fungsi 

untuk tujuan tertentu yang digunakan sebagai 

penunjang dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. 

7. Surat Kemampuan Usaha Penunjang Minyak dan Gas 

Bumi yang selanjutnya disebut SKUP Migas adalah surat 

yang diberikan kepada Perusahaan atau perseorangan 

yang memiliki kemampuan nyata memproduksi barang 

dan/atau jasa dalam negeri berdasarkan hasil penelitian 

dan penilaian yang meliputi aspek legal berupa status 

usaha dan finansial, aspek teknis berupa kemampuan 

produksi dan sistem manajemen, aspek jaringan 

pemasaran dan aspek layanan purna jual. 

8. Perusahaan adalah Badan Usaha Milik Negara, Badan 

Usaha Milik Daerah, Koperasi, dan Badan Usaha Swasta 

yang berbadan hukum Indonesia yang bergerak dalam 

bidang Usaha Penunjang Migas. 

9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 

10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang 

mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan 

pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan, 

pengendalian, dan pengawasan kegiatan minyak dan gas 

bumi. 

 

Pasal 2 

Penyelenggaraan Usaha Penunjang Migas bertujuan untuk: 

a. menunjang usaha penyediaan dan pemanfaatan barang 

dan jasa yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha 

hulu dan kegiatan usaha hilir; 

b. mewujudkan kegiatan Usaha Penunjang Migas yang 

mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien dan 
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mendorong perkembangan potensi dan kemampuan 

nasional; dan 

c. membina dan mengarahkan Usaha Penunjang Migas 

menjadi Usaha Penunjang Migas nasional. 

 

Pasal 3 

Penyelenggaraan kegiatan Usaha Penunjang Migas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan 

memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di 

bidang minyak dan gas bumi, keselamatan dan kesehatan 

kerja serta perlindungan lingkungan hidup.  

 

BAB II 

USAHA PENUNJANG MIGAS 

 

Bagian Kesatu 

Pelaksana Kegiatan Usaha Penunjang Migas 

 

Pasal 4 

(1) Usaha Penunjang Migas dapat dilakukan oleh 

Perusahaan atau perseorangan. 

(2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

a. Perusahaan modal dalam negeri; dan 

b. Perusahaan modal asing. 

(3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi orang perseorangan, perseroan komanditer, dan 

Firma yang mempunyai keahlian tertentu untuk 

memberikan pelayanan Usaha Jasa Nonkonstruksi 

Migas. 

 

Bagian Kedua 

Klasifikasi Kegiatan Usaha Penunjang Migas 

 

Pasal 5 

Usaha Penunjang Migas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

4 diklasifikasikan sebagai berikut: 

www.peraturan.go.id


